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Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Oleh:

DEDEKANIA,

ABSTRAK

. Pemilu merupakan ciri utama dari negara demokrasi, menghadirkan pemilu ynng bnik
''-'-:rlukan penegakan hukum maksimal. Penegakan hukum pemilu saat'ini *oiil, d.alam
. "':embangan, pada era perkembangan teknologi yang begitu pesat diperlukan adanya penyesuaian
.":'tnisme dan prosedural berkenaan dengan penegakan hukum pemilu yang saat ini masih terbatas
;.,.t uilayah administrasi, tentunya hal ini menjadi penting adanya mengingat terdapat beberapa
:':'lngnngan pelanggaran lain dalam pemilu, Metode penelitian yang digun-akan dalam penelitian ini
' 'lnlt ndalahmetode yuridis normatif, yakni yaitu penelitian teihadap iaidahhukumpositif dan asas
:nm yang dilakukan dengan cara melakukan ezsaluasi terhadap kaidah-kaidah huium (peraturan

.".tndang-undangan) yang 
.releaan, 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi
. irtnasi sangat penting bagi penegakan hukum pemilu karena menghadirka, i|tt iliritot d.an efesieisi
;i:tu dqry proses PenanS_anan pelanggaran dan pengamanan tehadap data-data pelanggaran, serta
:, t ru dahkan b agi p ar a p elap or mengaj ukan lap or an du gaan p elang gar an.

:'. a ta kunci: Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu, Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pemilu mempunyai
kedudukan penting dalam mewujudkan
pemilu yang demokratis.' Penegakan hukum
pemilu mengatur mekanisme sekaligus
memastikan setiap tindakdn, prosedur, dan
keputusan terkait penyelenggaraan pemilu.
Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan
amanah konstitusi, sebagaimana tercantum
pada Pasal 22 E ayat (f ) yung menyebutflan
bahwa, "pemilihan umum diselenggarakan,
secara langsuflg, umum, bebas, dan tahasia" .

Sebagai negara demokrasi, penyelengg arar.
Pemilu merupakan bentuk peniaminan

kesinambungan pembangunan nasicnal .1. ar-"

seb agar wujud pelaksanaan ke C a Ll i a: : r-

parameter tersebut ialah
setiap tahapan
mengandung
procedures): (2
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yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, banyaknya norma hukum yang tidak jelasdan adil; (3) pengaturan sistem pengawasan daram pengaturan deriknya. Adapurpemilu dilaksanakan sesuai ketentrian; dan permasaiahan pada struktur hukum terkai:(4) pengaturan mekanisme penyelesaian ienganbanyaknyalemuusryurgterlibat
sengketa untuk semua jenis dan bentuk dalam p"r,y"t"ruiun hukrin, vrfur Bawaslusengketapemilu.u epotisian, kejaksaan, f"*fug, yudisia_untuk mewujudkan pemiru yang (seperti pengadilan rr"g"ri, ;ur1g'railu, tat;demokratis,penegakanhukumpemilr,ilurrf ,ruhu n"gl.u, ,rrrhfu*uh igung, da:ditegakkanuntukmenjamindanmemastikan mahkamah"konstitusi), dan komite aparatu:aturan hukum mengenai pemilu dapat sipilnegara.,
berjalan.' secara, sederhana, p"^"gukr., se-lain prob.rematika di atas, perkembang-hukum pemilu dapat diartikan siagai an teknologi informasi pada iru airrrpr_
proses 

_dalam upay? penegakan rrorriu- mendorong penggunaan ieknologi informas-tto'T] hlfum pemilu. Penegakan hukum pada setiap aspek pur,"gukJr, hukun,pemilu ditujukan gun, meningkatkan termasuk juga dalam pen"egakan hukun-
ketertiban dan kepastian hukuri dulu- pemilu. Pandemi Co"ia-fi menjadika:
masyarakat. Selain itu penegakan hukum berbagai aspek penegakan hukur:-
pemilu yang demokratis berhubungan erat mengalami percepatan memasuki er,
dengan kepercayaan masyarakat tlrhadap disrupsiini.
penyelenggaraanpemilu. - Bawaslu sendiri, sudah mengeluarka:-

Penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu ?::::: Informasi Penyelesaian sengket;
terutama ditujukan ierhadap berbagai (SIPS). Aplikasi ini diluncurkan Bawasl;
!-e1tut sengketa dan pelanggrrrr, pemiir, pada tanggal 17 Desember 2019.'o SIp:
dibagi enam jenis: (1) pelanggaran pidana meru,Pa,\a.n contoh konkret upa\-,:
pemilu (tindak pidana pemilu) (2) sengketu I:"Shuditkr:..p"nanganan penegaka.
dllam proses pemilu; (e) pef angg"uru, ll-l:r.rr"g lebih efektif dan efisien d-engu.
administrasi pemilu; (a) peianggur#"kod" ::1b3sis pa.da teknologi informasi. Lit;
etik penyelenggara pemilu; (5)-ferselisihan b-agarmana dengan penegakan hukum aspe.
(sengketa) hasil pemilu; dan'(6) sengket, :]1lll,seperti pelanggaran hukum pidin:
hukum lainnya. Untuk mer,drk"rnn pemrlu, pelanggaran hukum administras:
penegakanhukumpemiluberkeadilarumak|-:-ul p"'u18.ga.ran hy\um lainnya? Apaka:
penegakan hukum harus diatur denean memungkinkan dilakukan penegaka:
mekanismeyangefektif,namunde"gr"iJrr, ::,:T:,:T1,: berbasis_teknologi informas.
memperhatikan rasa keadilan t"pu'a" furi 

oalamseluruhaspeknya?

pihak.
Daram. penegakan 

.hukum o"*1,*,j M.j;3""t:I;),H[Hraram peneritian i:_:]":[i]f,r:lltXtJ;::,,""T,*:TJl", adarah metode peneritian yuridis normar,:
.:: :::r hukum, maupun budava *-it {xil'J?!1,ffi";:x^},j:'ixff-.i,,ff..:::',:.:lahan pada norma hukum terkait dilakukan dengan cara melakukan evalua..

.;.iJiK!i!#r:;;t,:#:;7.r" Ltntuk pembangunan rata potitik Demokraf,s, partr:rership :.
l=::: Barr-aslu dalam penegakan Hukum dan Kead,an pemirq voice Justitia,vol 3, Nc _

log-r' should be framed as u_ Turketing challenge, not a technologcataka Utama Jakafia,ZAl7,hlm.1,49. ' --o-z
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formasi. Lalu
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trrva? Apakah
t penegakan
hg:[ informasi

:.nelitian ini
- - s normatif,

: ; ap kaidah
*.,.urn yang
t..:"n evaluasi

. .,::nership for

- r'-oi 3, No 2,

. -:- .nimbulkan-

. ".;hnologicai

-- : - :<at-makin-

=::'adap kaidah-kaidah 
l{r* (peraturan pemilu sebagai sarana perwujudan:=:undang-undangan) yang'ielevan. demokrasi memerlukan kepastian hukum' =relitian evaluasi terhadap hulum positif agar terselenggara dengan baik dan-- dilakukan dengan cara mengevaluasi -iqrri" tedaulatan rakyai secara penutr,: :sesuaianantarasatukaidahhuku*d"rrgu, yang merujuk pada t";;;;ir" hukumI -r-lah hukum lainnlza.. Juga- mengevahiasi p"rrr"il,, juiu- prattit t 

"'r*ur,"garaan-t:- fukum yang diakuidalam-praktek indonesia. penegakan Hukum pemilu harus-;(um yang ada' yang dilakukan dengan memahami hakjkat arr* p"i.ilu sebagai:-1:a meneriti bahan pustaka atau data sarah satu saruran perwujudan dari.=iunder." Penelitian ini didukung pula demokrasi, yang memiliki makna harfiah'';11gan metode penafsiran huklm, kedaulatan berasal d.ari rakyat, oleh rakyatI - rstruksi hukum, filsafat hukum, dan dan untuk rakyat dan sebagai kontestasi:=:bandingan hukum' Teknik analisis data au.ipuau--persaingan politik berlomba:-':nggunakan penafsiran hukum sistematis, mendapatiun kepercayaan dari rakyat,.::ntik,danteleologis. mengharuskan penyelengagraan pemilu
?EMBAHA'AN harus berjalan secara aem&rltis, langsung,

umum , bebas, rahasia, jujur dan adil. ,u

t. KonseppenegakanHukumpemilu Pemilu yang tidak demokratis akan
menghasilkan_ sosok_sosok pemimpinPada sila ke 4 Pancasila disebutkan, *urfrn perwakilan rakyat yan! memiliki-":rakyatan yang dipimpin oleh hikmat legitimaj rendah 

_dari rakyat, sehingga' =biiaksanaan dalam permusyaw aratan/ penyelenggaran kebijakan dengan respon::nvakilan, merupakan randasan demokrasi -aTi ".r+;rkat sebagai objek daripadaang diterapkan di Indonesia." Moh. Hatta kebijakan yang diketuurtun akan terjadi
':hagaimana dikutip dari Yudilatif pertentanga.,_r"hirrggu tidak beryalannr-a:=rpendapat bahwa kesimpulan Demokrasi peraturan ,ebugairilr-ru *"rtirya. Ataul:ncasila pada hakikatnya merupakan Lahkan pemerintah yang terpilih akan;=:uwujudan daripada karakter dan cita-cita mengarrhkun negara menjadi sebuah neqara;hur- bangsa Indonesia melalul berdisarkan kekuasaan (maclirt,.,,i-ii;.-;-
'"=merdekaanya' 

\ega1a Indonesia yang pemimpin yang lahir aurip"*ii, ...r..,s ,rl..k:=rbentuk republik berdasarkan kedauiatai demokratis r"rin.o"ior;;I.du*;.,...e:.;:an
::<t'at yang berakar pada pergaulan hidup keinginan pribadi -urpir1 kelc::.:r. . a:.rg::-ngsa Indonesia yang bersifaikol"tirrir*u, mendukungnya menemprsll :aba:::-. -..:-:.g ia::rdasarkan pada semangat kebangsaan embary .Jt,ir"rggu -""snr,r-ir-"=;il' :ng muncul sebagai reaksi terhidap pemprintah1.urigiiaor.r.....il.,.
-::'perialism dan kapitalisme barat."Artinyi Untuk mencegah tal :e :s=:;:, per_lu:emokrasi Pancasiia merupakan demokrasi adanya penjan-rinar, :e ::.aja: xuaritasrras bangsa Indonesia yu.,g tt".gutamakan du-oi.ruri .juiu-, .."., ..*g.-.; pernilu,:rlai-nilai luhirr bangsa Indon"esia yang hal ters.r", l.-..I ..;,,-;:imelalui
" -rmbuh dan berkembang beriringan a"ngan penegakan hu^u::.. =...-, ',;*-;; dasarkan
'emangat perjuangan kemerdekian pada prirusrr,r.,.,. )..l-r-:-"r :;:. l"::.. , d.an tltte-rdonesia. prfad,i-i j. ..r... .,"., se.{ala tindakan daiam

trrlomor 7-lggg. Lembaga
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pemilu atau penyelengg araanpemilu seperti
keputusan dan tindakan harus didasarkan
pada perafureil:r perund*g-undangan yang
berlaku.

Pemilu yarrg demokratis mensyaratkan
adanya kerangka hukum ya:ng mengatur
secara jelas dan rinci berdasarkan asas
legalitas serta memberikan ruang dan
mengatur mekanisme serta penyelesaian
sengkta secara efektif dan efisien untuk
penegakan hak asasi manusia. Melihat hal
tersebut Didik supriyanto dan surbakti
menyatakan terdapat beberapa karakter
Pemilu yang berkeadilan diantaranya:

a. Integritas, yakni penyelengg araarr
pemilu berdasrkan asas kejujuran dan
akuntabilitas dalam setiap tahap
penyelenggaraan pemilu;

, b. Partisipasi, merupakan elemen penting
dalam demokrasi, karena semakin
tinggi partisipasi masyarkat, semakin
baik kualitas demokrasi dalams uatu
negara;

c. Penegakan hukum harus tegas dan
berkeadilan dalam rangka mengukuh-
kan legitimasi proses berdemokrasi.

d. Imparsial, penjaminan keadilan bagt
setiap pemilih dan calon wakil rakyat
atau pemimpin di mata hukum;

e. Profesionalisrne dalam penyelengg ara-
an Pemilu yang mumpuni dan me
rniliki kompetensi pemahaman
terhadap tahapan pemilu;

f. Independensi dalam penyelenggraap
tidak terpengaruh pihak manapun;

g. Transparansi dalam pernbukaan
informasi yang relevan berkenaan
dengan segala hal ikhwal tentang
proses pemilu;

h. Konsisten terhadap ketentuan waktu
yar,:tgtelah ditentukan;

i. Tanpa kekerasary proses pemilu har-, ,

dapat menjamin tersele nggaru tan:-,
ternodai oleh perilaku kekeras a:
intimidasi, tindakan koersif, korup..
dan semua tindakan yang melangs; r

aturan pemilu;

i, Regularity, pemilu dilaksanakan sca::
periodic;

k. Penerimaan, segala keputusan peml- _

harus diterima dengan lapang.
Melihat dari karakter pemilu yarrg be:-
keadilan diatas, maka dapat dipahami bahr,, :

penegakan hukum pemilu memiliki peranar-
penting dalam mewujudkan pemilu _var-:
berkeadilan." Penegakan hukum pemil_
harus mengatur mekanisme, dan menjarrl.:-
bahwa setiap tindak dn, prosed ar , d a:-
keputusan terkait perencanaan, proses, da:-
hasil pemilu sesuai dengan peratura:
perundang-undangan yang berlaku, serf:
memberikan ruang bagi semua pihak untu.
mengajukan keberatan terhadap hasil pemii -

melalui proses peradilan. Selain itu jenis-jer-Li=
pelan ggaran pemilu yang terlingkrp dalar:-
penegakan hukum pemilu yartu, pelang-
garan administrasi Pemilu, pelanggaran kocr
etik penyelengg ara pemilu, pelanggarar-
tindak pidana pemilu, sengketa proses ciar
sengketa hasil, serta pelan ggaran hukum larr
diluar undang-undang pemilu, masing-
masing memiliki mekanisme penegakar
hukum atau penanganan dan kelembagaar
khusus yang menangani persoalan tersebut.

Akibat hukum yang akan muncul dar-
adanya penegakan hukum pemilu berup;
koreksi, pemulihan keadaan atau penjatuhar.
hukuman yang berupa administratif maupur
pidana. Hal ini untuk memberikan efek jera
bagi pelan ggar agr pelaku pelan ggarar
tidak mengulangi perbuatannya^, mern-
berikan edukasi k"pada masyaraka t

menangani perbuatan yang boleh dilakukar.

:. --:. . :- -l :.:, Ramlan Surbakti, Integritas Pemilu ht+, Xaiian pelanggaran, Kekerasan, Dnt.." ., .. :' ., l rl l f . Kemitraan partnersip, 
J akarla 20L4,hlm 35_36. 

-"
- : -: ' - -.:' I'er'-'i1u \lemiliki Peranan nehUng Dalam Mewujudkan Pemilu yang

l::'::r, =1. i.\pril 2016,h1m. 101-115.
!:. ,, - -.,. 12.
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k penegakan
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pelan ggarar
hoyu, rrrelTr:

,masyarakat
Hr dilakukan

' ':'',iSAn/ DAn

: l=ni1u Yang

. - -ama pemilu dan perbuatan yang tidak
"'- -eh dilakukan selama pemilu, serta untuk
- ::nenuhan rasa keadilan serta recoaery
. :rada keadaan semula.

: Efektivitas Penegakan Hukum pemilu

Sebagaimana yang telah dipapark dn,
- =aegakan hukum pemilu memiliki peranan
: =rting dalam mewujudkan pemilu yang
"- =:rokratis dan berkeadilan. Berdasarkan hal
:rS€but perlu dipahami bahwa pelaksanaan

- :regakan hukum harus menjadi perhatian
: -'rlsus demi mewujudkan cita-cita luhur.
- :r1\-elengg araan pemilu harus berdasarkan
-:1r-Lsip hukum yang berkeadiran dan---ernilki nilai-nilai kemanfaatan. Badan* 

: ngawas Pemilu (Brwaslu) dibentuk
'=i'agai upaya agar terwujudnya prinsip-
:^nsip tersebut dalam penyerenggaraan

'- = rnilihan umum melalui tugas dan
.\\-enang untuk menerima laporan-laporan

'rrS dugaan pelanggaran selama p"ry"leng-
-- -.-:aan pemilu serta menindaklanjuti temu
,:'-iernuan dan atau laporan kepada instansi
iirg berwenang.

Pelang garan-pelang garaan yang
, -:angani oleh Bawaslu secara umum me-
:uti Pelan ggaran Kode etik penyelengg ara

:emi1u, pelanggaran administrasi,
:.langgaran tindak pidana pemilu serta
::langgaran hukum lainnya sebagaimana
- -atur dalam uu IrJo 7 tahun z0l7 tentang
- =milu.

a. Penanganan Pelanggaran Adminis-
trasi Pemilu

Dalam undang-Undang Nomor T
Tahun 2017 tentang pemilu
disebutkan dalam Pasal 46a bahwa
ayat (1) Pelan ggaran administratif
Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata cata, prose dur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan pe nri 1,

dalam setiap tahapan penyelengg ara_
an Pemilu.; ayat (2) pelan ggarar-
administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk tindak
pidanaPemilu.

Pelanggaran administratif pemilu
merupakan pelan ggararr terhadup
ketentuan dalam Undang-Undang
Pemilu ya:ng bukan bagian dari
ketentuan pidana pemilu dan
terhadap ketentuan lain yang diatur
dalam Peraturan KPU. Melihat dari
ketentuan tersebut dapat dimaknai
bahwa ketentuan ya:ng mengatur
pelan ggara:n amdninistrasi pemilu
sangatlah luas. Meski demikian pada
praktik penyelenggaraan pemilihan
umum, dengan prosedur administrasi
yang diupayakan sekonkret mungkin,
masih kerap ditemukan pelan ggararl
terhadup ketentuan administrasi
tersebut. Berikut ini tnerupakan
bagian dari pelan ggaran administratif
:,,
1) Pemilih yang tidak terdaf tar di

Daftar Pemilih Tetap
2) Kelalaian dan atau kesalahan

subyekHukum
3) Perbedaan Penafsiran Regulasi
4) Kerusakan Logistik

b. Penanganan Pelanggaran Tindak
PidanaPemilu

Standar internasional dalams kerangka hukum didalamnva harus
mengatur sanksi dalam perafuran
perund*g-undangannr-a:r, hal ini
harus merefleksikan tujuan dengan
suatu upa\-a Tindakan pencegahan
pelanggaran, praktik korup dan
praktik illegal penrilu" Jenis tindak
pidana pemilu berdasarkan Bab II
tentang ketentuan pidana pemilu

= Bawaslu Provinsi Jawa Bara t, Op.Crt }itm.Zg{JZ- KhairulFahmi,sistemPennngananTindakWanapemilaftnulKonstitusiVolurne12,Nornor 
2,fuil2015,hkn.26g.
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.l=, 488 sampai pasat 554 undans_undang nomo, z Tahu;";;ir; c. Penanganan pelanggaran 
Kode Etikdiantaranya: - qrl qrl zu t / Penyel-enggarapemilu

" ["j:1flfT..1,1:I p:,u, daram u.ruj}i.!y1 meniaga intesritas,p_engisian data diri o"i;;;;l,T,uun.:1.oru,r" r"*r'"3il[tt'::
(Pasar 4Bg) ----"' vu,utrrr kredibilitas penyerenggara pemilihan

-#iffT;:T:tff.HH*#menghalangi atau -J ","1-L1 ;;;-^|]'wan.-Kehormatan pe

,,,::^;;;-ffi;#,ili1ff;;", *;T:f:i1^"'1un,"L-","jl' '-'

') I,:j*ln mensuntungkan atau ;H:::lli"ff:ffi;;T11Tl :

il:1i9** r"#r pemiru oreh il:1,ffii: 1,11:ry,".p""v"r""js,,;kepalidesafi,rrri+ooi-u'l,u ol€h 
*:T*i:^yrtra,rrrirrr'"-",:ffi:

4) Kesiatan rJi,,';;;;;:"r" 
f:*?i,:+fiT:H:ili::Tl-;.:il* .di luar jadwar y'"g aii"tJptj, bagi peny"i"r,ggr.u pemiru, padaKpU@asal *r,. 

,^,,:^:^- 
""*r, ,*r*.,yi terkait dengan netrilitas
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Kode Etik

-- : -' ' . -t- :-'"'as:a integritas,
- * " : -:- : :',-tirian dan

'lihanl---. ..l-.:garapeml
l: ::--:-:-.i aelanva aturan

I = :, :l-.: :', I)enYelenggafa
l' -:, , .' * -akukan mekanis-
-: j-- lt',g bermuara ke
: - - :'.e hormatan Pe-
; . '.,:-- -r-.arrUmUm)"
': -' :'-; : lti \oCe etik pemilu
: - -' :: r" e tika dan prilaku
:. :* : :*l'a pemilU, pada

l^,,-.:. t .lengan netralitas

",-.--: *arr j,gu segala
, , -- :erkaitan bersifat
I .: . : -. r- ] ang berkaitan

'l -*.:-- ---:--:Ille.

: -- :,' lii-l penanganan
t.,- 1,.,:, al e etik, maka
- -:'*idI-I mekanisme
: - ' :: LllllUmnya namUn

--. 
- :. ,,-r. € etik ini akan

, - I :.':'P f'ada akhirnya.

t-,=::-r.ggaranHukum

: ' - -' -- :'"ukum lainnya
- : - -' i *aran Yartg tidak
-.' --. = i entuan hukum

: ,-- .- l: l',dI1\'3. dilakUkan
:, j :' - S:1'te pelanggaran
, :,'- -.;iian diteruskan ke

- - : ::-,', enallg. MiSalnya
lkan diteruskan: -; f'-i t

Pemilu

:gai negara hukum
kan dalam Pasal 1 ayat
enerapkan kons ep

'rengaturan hukum dalam berba gar sendi
...ehidupan berbangsa dan berneg ara.
H ukum menj adtpedom anb agt w ar ga ne gar a

.rlaupun aparatur negara dalam menjalankan

.,.er,v ajtban dan haknya dalam roda

.,.ehidupan berne gara Indonesia.2' Penting-
:'\-a peranan hukum dalam kehidupan
:erbangsa dan bernegara tersebut
::'Lendorong perlu adanya hukum yang dapat
-r1 engatasi, mencegah dan mengatur
.,.e1-ridupan warga negara dengan baik untuk
::rrr.ujudnya tujuan daripada hukum yakni
:r,enurut Gustav Radbruch adalah untuk
::',en ujudkan suatu keadil arfl, mewujudkan
. ratu kemanfaatan dan mewujudkan suatu
:.:pastian. Dalam penegakan hukum pemilu,
,.etigu tujuan hukum tersebut harus
:-jadikan landasan agar dapat tercapai
" -.juan penegakan hukum sesuai dengan
; .'.1r&r1 hukum pemilu.

Penegakan hukum pemilu merupakan
-,-ah satu standar pemtht" yang yang bebas

- "1r1 adil. Penegakan hukum diartikan
:::agai proses dilakukannya upaya untuk
- *aknya atau berfungsinya norma-norma
' -"kum secara nyata sebagal pedoman
:.rilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-
- rbunga:n hukum dalam kehidupan
: r rnasyarakat dan berne gara. Apabila

- .-rLubungkan dengan penegakan hukum
- =milu, maka kerangka hukum harus pula
-:' .r-rvediakan mekanisme efektif untuk
- :nlenuhan hak-hak sipil dan memberikan
' -"kuman bagi pelaku-pelaku tindak pidana

,1 1.t

-- : lllllU.

Pada penegakan hukum pemilu ada tiga
hal yang harus diperhatikan. Pertaffia,
penegakan hukum sebagai faktor pence gah
terhadap pel anggaran atau kecurangan yarrg
menganc am inte gritas pemilu. KedLrfr,
mekanisme menggugat hasil dan penan gar.-
an kasus pemilu. Ketign, untuk memberikan
efek penjeraan dan pencegahan, harus
diberikan penguatan dampak ketentuan
pidana dihubungkan dengan hasil pemilu. '*

Mekanisme untuk menggugat hasil dan
penanganan kasus pemilu san gat
dibutuhkan untuk memastikan proses
pemilu dapat memenuhi keadilan dan
kepastian hukum. Dari mekanisme yangada,
masih dibutuhkan penyederhanaan dalam
proses dan alternattf mekanisme
penyelesaian. Terutama dalam penegakan
hukum pidana pemilu. Mekanisme
penyelesaian melalui sentra gakkumdu
dapat disederhanak dn, putusan hasil
rekomendasi dapat langsung menjadi dasar
penuntutan. Selain itu, penggunaan
teknologi informasi iug^ sangat membantu
dalam proses penegakan hukum pemilu. Saat

ini perkembangan teknologi dan inforn-rasi
telah mengubah cara hidup mas) arak;:
dimanabatas ruang dan waktu suCal- :r;l:.
menjadi halangan (borderles-. ) '' E: - ...r-
teknologi informasi menjacli :lr: -r' ::: = i:'.
bud aya Urgensi pemanf aata:'. r -: -' - -- 

=-
informasi dalam penegaka:' i',-. --. -, r :=-:---'..
dapat lebih efektif, efisien, :1a:' A -r',: --

gakan Hukum
i Inforrtasi

L YapThiamHien,Negara,HAM,danDemokrasi,YayasanlembagaBantuanHukumlndon€sia"Iakarta19S,hltrr31.3 Menurut IDEA sebagaimana dikutip oteh Rarnlan Surbakti, dkk, terdapat 15 standar ksrdisi pcurihr yang bebas dan
rlil: (1) adanya kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) distrik pemilu aiau batas rmit pemilu (a) hak nrerrilih dan
fipilitr, (5) kelembagaankomisipemilihanumum, (6) pendaftaranpertilib CI aksessuarabagipartaipolitikdankandidat
$| kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan infonnasi dan kebebasan berpendapat, (10)

dan pendanaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, G2) perhitungan srrara dan tabulasi, (13) peran
wwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu serta (15) kepatuiran dan penegakan hukum pernilu.
lmilan Surbakty dkk., Pmanganan Pelanggaran Pemilu,Buktt 15, Kemitraan bagi Peurbaruan Tata Pemerintahaq Jakarta,
lml,hlm.2.s Ramlan Surb al<fr,, dkk., Op . Cir., hlm. 15.
r RarnlanSurb akn, dkk., Op. Cit.,hln.7.E l-athifah ganim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E{ommerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi,
Wztal Hukum dnn Pembalnruan,Vol 1 No ? Mei-Agustus 2014 hlm.1qI49.
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Di Indonesia, Mahkamah Agung telah
menerapkan penggunaan penyelesaian
perkara dengan menggunakan teknologi
informasi sejak 2018.'u Hal ini merupakan
respon Mahkamah Agung terhadap
perkembangan zaman yang mengharuskan
adanya pel ay anan administrasi di
pengadilan yang lebih efektif dan efisien
demi terwujudnya penyelengg araan proses
peradilan yang sederh ana, cepat, dan braya
rin gan." Bawaslu seh atusnya segera
merespon perkembangan teknologi dan
informasi dalam penegakan hukum pemilu,
seb agaimana y ang dilakukan oleh
MahkamahAgung.

Penggunaan teknologi informasi dalam
penegakan hukum dapat menj amin
pemenuhan asas sederh ana, cepa! dan braya
ringan merupakan prinsip yang penting
dalam penegakan hukum.'u Seb agat lembaga
penegak hukum pemilu, sudah seharusnya
bawaslu mengikuti perkembangan zarr'an
mengedepankan mekanisme pelayanan
administrasi dan penegakan hukum pemilu
yang efektif dan efisien secara elektronik.
Mekanisme penegakan hukum sec ara
elektronik adalah serangkaian proses
penyelesaian sengketa dan berbagai bentuk
pelan ggarar. pemilu. Mulai dari laporan
sampai dengan penyampaian keputusan.

Revolusi teknologi informasi akan
membuat suatu perubahan besar yarrg
merubah paradigma, konsep dan teori,
meskipun tidak merubah fiIosofi.
Perkembangan teknologi akan menuntut
semua bidang termasuk hukum harus
melakukan adaptasi, jika tidak maka hukum
atau bidang lain akan menjadi korban
daripada perkembangan teknologi tersebut.
Hal ini karena hukum yang pada awalnya
didasarkan pada perbuatan dan tindakan
yxugbersifat faktual ataumanu al,pada masa
yang akan datang akan bertransformasi

menjadi perbuatan yang mungkin dilakukan
sec ara elektronik atau melalui media
elektronik sehin gga dilakukan sebagai
perbuatan tidak langsung. seperti tindak
pidana yang mana locus dan tempusnya
tidak diketahui dan bahkan dilakukan lintas
negara. F{al ini membuat adanya potensi
segala bentuk k"jahatan atau tindakan
kriminal, pelan ggaran keperdataan, atau
bahkan ketatanegar aanf tata usaha negara
yang akan datang tidak lagi dilakukan secara
manual melainkan dilakukan secara
elektronik. Adaptasi terhadap hal tersebut
harus dilakukan oleh instansi-instansi
pemerintah termasuk lembaga dan aparatur
penegak hukum untuk mengatasi
perso aLan." Pelaksanaan pemilihan Kepala
Daerah serentak Tahun z}za harus mulai
melakukan adapatasi untuk menjawab
tantangan zaman pada upaya penegakan
hukum pemilu. Penggunaan perkembirgu*
teknologi mulai digunakan oleh pengawas
pemilihan. Pada website bawaslu.go.id telah
disediakan pada laman mengenai pelaporan
konten internet sebagal wadah untuk
memudahkan masyarakat melakukan
pengawasan partisipatif. Laman ini tentu
sangat bermanfaat di era digital layaknya
hari ini, bagarmanapun juga penting adanya
keterlibatan masyarakat serta perlindungan
data. Namun, dalam laman tersebut terd apat
hal yang perlu dievaluasi yakni mengenai
jenis pelanggaran yang dilaporkary hanya
terdapat trga jenis pel anggaran yang
keselfuruhnya merujuk pada iatu
pelanggaran pemilihan yaitu pelan ggarur-
terhadap ketentuan hukum lainnye,,
sehingga perlu adanya klasifikasi pelaporan
lebih rinci agr memudahkan masyarakat
dengan diberikan sosialisasi serta tata cara
pelaporan secara masif .

Dalam penggunaan teknologi informasi
di penegakan hukum harus diperhatikan

. : ' ': - :r.':-r::'11 \lahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik
:-.: - I - -- r :.'.- ---:-.::.:-:.tStemE-COUft,

-. : ;,, 
: - - i.:::::.r*.{dministrasiperkaradipengadilanSecaraElektronik

- .:.- -- - .:--. 1."_.t.,t,tperadiianTingkntBandlzg,Setarapers,Malang,20l3,h1m.52t' ::-' - : ' I j '.' i -': :: a:tikel /2830/gelombang-online-dalam-penegakan-hukum diakses pada
i:r.i _: -
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Hkasi pelaporan
han masyarakat
i s€rta tata cara

Elogi informasi
E diperhatikan

elektronik

berbagai hal. Pertamfr, persiapan instrument
atau perangkatnyz, yakni terkait hardware,
softrar are,jaring dfl,sumber daya manusia, dll.
Kedua, penguatan dalam regulasi dan
penegakan hukum pemilu. K etiga.
Pemanfaatan forensik digital dan reformasi
kelembagaan penegak hukum pemilu.
Keempat.Perlu adanya penataan ulang desain
penyelesaian pelanggaran dan sengketa
dalam proses penegakan hukum terhadap
pelan ggaran pemilu. IrJamun sayan gnya,
penggunaan teknologi dalam penanganan
pelanggaran pemilu, dewasa ini rnasih
terbatas pada SIPS, yakni penanganan
mengenai sengketa pemilihan. sedangkan
mengenai penanganan pelanggaran lainnya
saat ini belum tersentuh secara optimal.
Padahal, pemanfataan media menjadi peran
penting dalam meringkas segala prosesdemi
terwujudnya efektivitas pelayanan dan
Penanganan.

KESIMPULAN

Pemilu merupakan representasi
demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam
sila ke 4 Pancasila. untuk menciptakan
penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan
dibutuhkan penegakan hukum yang tegas
dalam rangka mengukuhkan legitimaasi
proses demokrasi. Penegakan hukum pemilu
harus mengatur mulai dari mekanir*u,
prosedur, hingga proses penyelengg araan
harus sesuai dengan peraturan p"rrrdang-
undangan yang berlaku dengan menjamin
hak asasi manusia bagi segala unsur yang
terlibat dalam pemilu. pada penegakan
hukum pemilu ada tiga hal yang Lur,rt
diperhatikan . Pertama, penegakan hukum
seb agai f aktor pencegah terhadap
pelang gar an atau kec ur angan yang

mengancam integritas pemiru. KedLta,
mekanisme menggu gat hasil dan
penanganan kasus pemilu. Ketign, untuk
memberikan efek penjeraan dan pencegahan,
harus diberikan penguatan dampak
ketentuan pidana dihubungkan dengan hasil
pemilu. Dengan perkembangan teknologi
informasi saat ini sangat diperlukan untuk
pembenahan penegakan hukum pemilu, hal
itu dikarenakan untuk mengefisiensikan
proses penanganan pelanggaran hukum
pemilu, menj agakeamanan data.

Saat ini penanganan pelanggaran
pemilihan berbasis teknologi hanr-a terbatas
pada SIPS ).ang notabenen\-a lnenangani
sengketa pemilihan )'ang berf okus pada
administrasi perkara, belum menyentuh
sektor lain seperti penanganan tindak pidana
pemilu. Maka penggunaan untuk
menghadirkan pelayan an yang lebih efektif
dan efisien penggunaan teknologi informasi
menjadi suatu hal yang dibutuhkan.

SARAN

Di era kemajuan teknologi yang kian ter-
bendung, kiranya perlu untuk pemanfaatan
teknologi secara maksimal, salah satun\-a
pada pemanf aatan teknologi cialan-r
penanganan pelanggaran. Hal ini cliperlukan
pada beber apamekanisme vaitu :

1. Penerimaan laporan masr-arakat r:-Leialui
laman atau aplikasi secara c:tr:nal:

2': Pelaporan perkara melalu: sa: l pintu
sebagai pengejarr-antal-Lan,::- jr ) ., ,,.:.;i,

3. Berkas perkara \-anE ie::r-.:e {:as1 secara
global denri n'LenjaS; rEi:.,rr.,a: .1ata, lika
suatu s a a t cl iir tr l,;" i-ir.. i. ti

: akses Pada
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